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Genny Pratama (2021) :  P e n g e l o l a a n  K e n d a r a a n  B e r m o t o r  D i  
R u m a h  Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(Rupbasan) Kelas I Pekanbaru Menurut 
Peraturan Menteri Hukum  Dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 16 Tahun 2014  
 Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang 
Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN). Di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru ini memang cukup banyak 
barang sitaan kendaraan bermotornya. Pada Sitaan kendaraan bermotor yang 
dititip di Rupbasan belum terawat dengan maksimal, sehingga membuat 
pengelolaannya menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi pada 
pengelolaan basan dan baran kendaraan bermotor di Rupbasan Kelas I 
Pekanbaru Sialang Bungkuk. 
 Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah  Bagaimana pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang 
Bungkuk Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 
Tahun 2014. Apa hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang 
Bungkuk.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, di mana Teknik 
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Dengan maksud dan tujuan 
untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, 
kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada ahirnya menuju kepada cara 
penyelesaian masalah.  
 Dari hasil penelitian dapat di dilihat bahwa Pengelolaan Kendaraan 
Bermotor sudah  terlaksana cukup baik. Namun masih banyak hal yang harus 
benahi. Dalam hal pemeliharaan kita dapat mengetahui bahwa pemeliharaan 
berjalan cukup maksimal dikarnakan adanya kelebihan benda sitaan Kendaraan 
Bermotor sehingga untuk pemeliharaannya kurang maksimal. Dalam hal jangka 
waktu pengelolaan berjalan kurang maksimal dikarnakan Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara hanya sebagai tempat penitipan barang sitaan Negara dan 
sifatnya tidak memiliki kuasa untuk mengeluarkan benda sitaan Negara tersebut, 
selain itu juga dikarnakan benda sitaan Negara tersebut belum memiliki kekuatan 
kepemilikan benda secara yuridis. Hambatan pengelolaan Kendaraan terkendala 
waktu penerimaannya dikarnakan proses surat menyurat yang belum dilengkapi 
oleh pihak penitip. berupa jumlah barang antara barang yang diterima dan 
dikeluarkan tidak seimbang.  
 Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Kendaraan 
Bermotor sudah  terlaksana cukup baik. Hambatan pengelolaan Kendaraan 
terkendala waktu penerimaannya. Selain itu jumlah barang antara barang yang 
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A. Latar Belakang 
Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat 
diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan 
juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga 
masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin 
kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya oleh 
karena itu, perbuatan hukum seharusnya mampu mengeleminasi setiap konflik 
yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.
1
 Dalam tujuan untuk menjamin 
adanya kepastian hukum di tengah masyarakat juga harus bersendikan pada 
keadilan dan keduanya belum lengkap  jika hukum tidak bertujuan untuk 
kemanfaatan.
2
 Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, 
hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. 
Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib 
menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di 
dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam 
mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara 
memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
3
 
                                                         
1
 Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, 2004, Jakarta, hlm. 72 
           
2
 Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum,  (Pekanbaru, Kalimedia, 2017), h53 
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Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil Amandemen disebutkan bahwa:  
negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.
4   
Tentu saja  konsep “negara hukum” 
adalah sebuah konsep atau ide yang merupakan basic deman dari sebuah bangsa. 
Hal ini terlihat bahwa dari seluruh negara yang ada di dunia, tidak ada yang 
tidak mencantum dalam dasar negara tentang konsep hukum, baik itu negara yang 
mempunyai basis ideologi komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun yang 
lainnnya.
5
 Secara etimologi, kata negara dalam pengertian sekarang dalam arti 
sistem fungsi dan segenap organ umum (Lembaga Negara) yang tersusun menurut 
tata hukum yang berada dalam suatu wilayah.
6
 
Peraturan tersebut memang tepat apabila dicabut dan tidak diberlakukan 
lagi, karena tidak sesuai dengan falsafah bangasa kita pancasila dan UUD 1945. 
Oleh karena itu disahkannya KUHAP itu adalah untuk tujuan yang lebih baik 
karena memberikan perlindungan kepada hak-hak  asasi  manusia  dalam  
keseimbangannya  dengan  kepentingan umum   sehingga   di   dalam   KUHAP   
ini   terdapat   perbedaan   yang fundamental  dengan  HIR,  terutama  mengenai  
perlindungan  terhadap harkat dan martabat manusia.
7 
Dengan demikian untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-
undang tentang Hukum Acara Pidana yang lengkap, namun walaupun KUHAP 
tersebut dapat disebut karya besar dan disamping itu juga telah dikeluarkan 
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan petunjuk dari Mahkamah Agung 
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 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, (Yogyaarta : Pustaka 
Pelajar, 2011), hlm. 1-2 
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 I Dewa Gede Atmaja, Ilmu Negara, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 19 
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 Ibid., hlm. 3 
7
 L. Summartini, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang 
Hukum  Acara  Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 
Jakarta 1995/1996), hlm. 2 
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serta diadakan pertemuan dalam forum Mahkejapol,   namun   dalam   
pelaksaannya   masih   perlu   penegasan, penjelasan  lebih  lanjut  agar  
kesenjangan  yang  dihadapi  dapat  ditutupi kekurangannnya.
8 
Tata hukum  Indonesia  adalah tata hukum  yang ditetapkan  oleh 
pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata dan 
disusun sedemikian rupa, dan aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling 




“Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling 
menentukan satu sama lain, sebab hukum pidana tidak akan dapat diterapkan 
tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti, jika tidak ada hukum pidana, maka 
hukum acara pidana tidak akan berfungsi” 
Dalam perkembangannya lahirlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan 
Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara yang menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Rumah Penyimpanan Benda 
Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat 
penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara”.
10 
Yang dimaksud  penyitaan  adalah mengalihkan  untuk  sementara waktu 
barang-barang dari tangan seseorang untuk kepentingan penyidikan dan  
                                                         
8
 bid., hlm. 3 
9
 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15-16 
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 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 
Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah 




11   
Penyitaan  yang  dilakukan  guna  kepentingan  acara pidana dapat 
dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang- undang. Dalam 
pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya 
izin ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat (1) KUHAP).
12  
Mengenai 
penyitaan benda dalam hal tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat izin 
dari ketua Pengadilan Negeri, tetapi setelah penyitaan  dilakukan  wajib  segera  
melapor  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 
38 ayat (2) KUHAP, karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya 
dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
13
 
Pengertian Penyitaan merupakan serangkaian aksi penyidik untuk 
mengambil alih serta ataupun menyimpan dibawah penguasannya barang 
bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, serta peradilan. Dari 
penafsiran tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan 
pembuktian. 
Barang sitaan yang sudah disita oleh penyidik wajiblah dilindungi dengan 
sebaik-baiknya agar benda tersebut tidak merugikan pemilik benda tersebut sebab 
apabila barang sitaan rusak atau lenyap maka bisa termasuk suatu pelanggar 
terhadap hak kepemilikan kebendaan seseorang oleh Negara. Dalam hal 
Pengelolaan Barang Sitaan, Negara mempunyai suatu unit Pelaksana Teknis yang 
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 A. Hamzah Dan Irdan Dahlan, Perbandingan Kuhap Hir Dan Komentar, (Jakarta: 
Gahlia Indonesia, 1984), hlm. 77 
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 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 
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Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168 
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fokus dalam perihal Pengelolaan Benda Sitaan dari suatu Tindak Pidana yaitu 
Rumah Barang Sitaan Negara atau lebih diketahui dengan RUPBASAN. 
Cara penyimpanan diserahkan pada kebijakan Kepala Kepala Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Di dalam menjalankan fungsi 
kebijakan penyimpanan, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN) berpedoman kepada ketentuan pasal 1 ayat (5) peraturan Menteri 
Kehakiman No. M. 05-UM.01.06/1983, yang memberi petunjuk, jika bena sitaan 
tidak mungkin dapat disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN), Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN) dapat menguasakan penyimpanannya kepada instansi atau badan 
maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan 
sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan. Yang penting 
diperhatikan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) 
dalam pemberian kuasa penyimpanan tersebut: keselamatan dan keamanan benda 
sitaan   dapat   terjamin.   Jaminan   keselamatan   yang   menjadi   faktor 
pemberian kuasa penyimpanan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab 
secara fisik benda sitaan.
14 
Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah 
dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan 
norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan 
untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran  norma-norma  
hukum,  sebagai  suatu  upaya  represif.  Di samping itu, yang terpenting 
                                                         
14
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan 
Dan Penuntutan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., hlm. 278 
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adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam jangka memberikan 
perlindungan hukum bagi rakyat.
15
 
Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I 
Pekanbaru ini memang cukup banyak barang sitaan kendaraan bermotornya,  
bahkan ada barang yang sudah lama dari Tahun 2008 pun ada yang tidak 
diambil dan biasanya barang itu dilelang. RUPBASAN Kelas I Pekanbaru ini 
terletak di Jalan. Sialang Bungkuk, Kulim, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru Kode Pos 28286.
16
 Dan berada di lingkungan RT 02 RW 
15 Kelurahan Sail, Pekanbaru.
17
 
Pada Sitaan kendaraan bermotor yang dititip di Rupbasan belum berjalan  
dengan maksimal, sehingga membuat pengelolaan dan menimbulkan beberapa 
hambatan yang terjadi pada pengelolaan di Rupbasan Kelas I Pekanbaru 
Sialang Bungkuk. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal yang 
berkenaan  dengan  judul  “PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR DI 
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) 
KELAS I PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM 
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  Abu Samah, Hukum Pemda dan Otonomi Daerah (Pekanbaru, Fakultas Syariah dan 
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B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk 
memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan 
batasan dalam penelitian ini, yaitu Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Menurut 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014.  
 
C. Rumusan Masalah 
Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk 
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 
2014? 
2. Apa hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang 
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Bungkuk Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 
Tahun 2014. 
b. Untuk mengetahui apa hambatan Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang 
Bungkuk. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Secara Akademis 
Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Strata 
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini di harapkan menjadi 
bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin 
meneliti hal yang sama. 
2. Secara Teoritis 
 Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
gambaran mengenai Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014. 
3. Secara Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan 
sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Rumah 





F. Metode Penelitian 
 Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan 
dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan 
bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
18
 Meneliti 
efektifitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari 
hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat 
pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan 
wawancara. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yaitu di 
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Jln. Sialang 
Bungkuk, Kulim, Pekanbaru. 
3. Jenis Data 
a) Data Primer, berupa data yang diperoleh langsung di lapangan tempat 
lokasi penelitian.
19
 Dalam hal ini penulis memperoleh data dari subjek 
penelitian melalui wawancara. Kepala RUPBASAN, Ka.Subsi 
Administrasi dan Pemeliharaan dan beserta staf 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dari buku-buku 
literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai 
                                                         
18
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UII Press, 1982), hlm. 33 
19
 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta,: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 30 
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sumber hukum lainnya. Di dalam sumber bahan hukum sekunder terbagi 
menjadi 3 yaitu : 
1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif 
yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan 
pengadilan. 
2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 
tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian. 
3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet. 
4. Populasi dan Sampel  
Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, 
benda, kejadian, kasus-kasus atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.
20
 
Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 
ada.
21
 Populasi dalam penelitian ini adalah 23 orang pihak pengelola benda 
sitaan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, karena populasi terlalu banyak 
maka penulis mengambil sampel Kepala RUPBASAN, Ka.Subsi 
Administrasi dan Pemeliharaan beserta Staf dan dengan menggunakan 
purposive sampling. 
 
                                                         
20
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
2007),  hlm. 118 
21






















1 1 100% 
3 Staf 21 5 23,8% 
 Total 23 7 30,4% 
 
5. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
  Penelitian mengumpulkan data melalui pengamatan 
langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut 
penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai 
tambahan data informasi dalam penelitian. 
b. Wawancara 
  Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.
22
 Subjek 
wawancara dari penelitian ini adalah Kepala RUPBASAN, Ka. Subsi 
Administrasi dan Pemeliharaan beserta staf. 
c. Tinjauan Pustaka 
  Merupakan suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan 
data. Penelitian ini menitik beratkan pada pencarian data/informasi 
                                                         
22
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 138 
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pada buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Yang relevan 
dengan penulisan penelitian ini. 
d. Analisis data 
  Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta 
analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Kemudian dari hasil 
analisis yang telah dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang 
sekaligus menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. 
G. Sistematika Penulisan 
Supaya memberikan pemaparan antara lain, pembahasan ini dikemukakan 
berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I: PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, 
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat  
Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini akan di uraikan struktur organisasi RUPBASAN dan 
Gambaran lokasi penelitian yaitu Kantor Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru. 
BAB III: TINJAUAN TEORITIS 
Dalam bab ini akan diuraikan yang berkaitan dengan judul 
Penelitian yaitu tentang pengertian Rumah Penyimpanan Benda  
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Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN),  
Tugas dan fungsi Kepala RUPBASAN,  
Pengelolaan dan penyimpanan barang sitaan Negara. 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. Meliputi 
Pembahasan yang mencakup tentang Pengelolaan Kendaraan 
Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk Menurut  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16  
Tahun 2014 dan Hambatan Pengelolaan Kendaraan Bermotor DI 
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I  
Pekanbaru Sialang Bungkuk. 
BAB V: PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan 











BAB II  
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
 
A. Sejarah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru 
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru  yang 
pertama kali dibentuk semula berkantor di salah satu ruangan di Kantor 
Wilayah  Departemen Hukum  dan  HAM  Riau yaitu  Agustus  2001  dan 
kemudian   baru   pada   bulan   Desember   tahun   2002   kantor   Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru mempunyai gedung 
sendiri yang juga masih bersifat sementara (rumah dinas dijadikan kantor)  
dengan  luas  bangunan  90  M
2   
dan  halaman  sekitar  200  M
2
. Sehingga semua 
kegiatan operasional kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN) Pekanbaru yang menyangkut tugas pokok dan fungsi tidak dapat 
berjalan optimal karena sarana tempat penyimpanan yang tidak tersedia, 
sedangkan pembangunan gedung kantor Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  
Negara  (RUPBASAN)  yang  sesungguhnya baru dimulai pada tahun anggaran 
2005 yang dikerjakan secara bertahap hingga pada tahun 2008.  
Barulah pada akhir tahun 2008 pembangunan gedung kantor Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)Pekanbaru telah selesai 100% 
dan secara fisik   dapat digunakan secara optimal, namun penyelesaian 
pembangunan tersebut belum diselesaikan sesuai dengan kebutuhannya, seperti 
pembuatan pagar depan  kantor  dan  pagar  keliling.  Pada  tanggal  14  April  




Kelas I telah menempati gedung baru tersebut yang mempunyai luas bangunan 
1776 M
2  
(dua lantai) yang didalamnya terdapat gudang penyimpanan dan 
ruang perkantoran, dengan demikian operasional kantor Rumah  Penyimpanan  
Benda  Sitaan  Negara  (RUPBASAN)  Pekanbaru dapat dilaksanakan secara 
optimal walaupun masih bersifat penyimpanan secara tertutup.  
Selanjutnya halaman disekitar gedung tersebut belum tertata dengan baik 
masih membutuhkan penyempurnaan sehingga penyimpanan secara terbuka 
belum dapat dilaksanakan. Namun demikian  pada  tahun  anggaran  2008  lalu  
pembangunan  kantor  Rumah Penyimpanan   Benda   Sitaan   Negara   
(RUPBASAN)   sudah   selesai dikerjakan pembangunannya hanya tinggal sarana 
pendukung seperti infrastruktur yang belum diselesaikan seperti pagar depan dan 
keliling  dan halaman depan serta lahan disekitar lingkungan kantor, yang masih 
berupa tanah timbun belum ada pengerasan, kemudian pada tahun 2008 diadakan 
pembangunan gudang terbuka yang baru pada tahap pondasi saja yang diharapkan 
keseluruhan faktor pendukung tadi dapat dianggarkan pembangunannya  pada 
tahun 2009 ternyata pada tahun 2009 ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara (RUPBASAN) Pekanbaru tidak mendapat alokasi dana pembangunan.  
Sebagai tindak lanjut telah digunakannya gedung kantor Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru yang baru telah 
dilakukan koordinasi kepada Instansi terkait bahwa RUPBASAN Pekanbaru dapat 
menerima berbagai macam barang sitaan dengan jumlah yang tidak terbatas. 
Hal ini dalam rangka mewujudkan sistem  tata  peradilan  pidana  yang 
terintegrasi  dan terkoordinir. Pada tahun 2011 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
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Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru mendapat alokasi dana untuk 
pembangunan gudang/Los penyimpanan barang yang terpisah dari gedung utama 
dan saat ini gudang tersebut telah digunakan untuk penyimpanan barang dari 
sitaan dari instansi terkait.sedangkan untuk pengamanannya saat ini sudah 
memadai karena saat ini Rupbasan Kelas I Pekanbaru mendapat Proyek 
Pembangunan APBN-P tahun Anggaran 2017 berupa Pagar Keliling untuk 
mendukung sarana dan prasarana keamanan kantor dilengkapi  dengan  CCTV 
dan  Pos  Pengamanan  Jaga tepatnya  didepan pintu masuk gedung kantor. 
Ruangan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I 
Pekanbaru : 
1. Ruangan Kepala 
2. Ruangan Kasubsi Pengamanan dan Pengolahan 
3. Ruangan Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan 
4. Ruangan Tata Usaha 
5. Ruangan Staf Pengelola Keuangan 
6. Ruangan Staf Pengelola Administrasi dan Pemeliharaan 
7. Ruanagan Pengamana 
8. Ruangan AULA 
9. Ruangan Darma Wanita 
10. Ruangan Mushollah 
11. Dapur 
12. Ruang SDP Sistem Data Permasyarkatan  
17 
 
13. Serta Gudang Basan Baran yang berjumlah 7 Gudang23 
 
B. Visi  Dan  Misi  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  Kelas  I 
Pekanbaru 
1. Visi : Mewujudkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang 
unggul dan terdepan dalam kinerja dan dalam rangka penegakan hukum, 
pemenuhan hak asasi manusia , serta penyelamatan asset Negara 
2. Misi 
1) Menyelenggarakan     penerimaaan,     penelitian,     penilaian, 
pengedentifikasian,  regristrasi,  pengklarifikasian,  serta penempatan 
benda sitaan. 
2) Menyelenggarakan   penyimpanan   benda   sitaan   dan   barang 
rampasan pada gudang – gudang yang tersedia. 
3) Menyelenggarakan   pemeliharaan   benda   sitaan   dan   barang 
rampasan secara efektif,efisien, serta berkelanjutan 
4) Menyelenggarakan pengamanan serta penyelamatan benda sitaan dan 
barang rampasan 
5) Menyelenggarakan  pemutasian  benda  sitaan  dan  barang rampasan 
6) Menyelenggarakan    pengeluaran    benda    sitaan    dan    baran  
rampasan sesuai prosedur yang berlaku. 
7) Menyelenggarakan    pengelolaan    benda    sitaan    dan    barang 
rampasan berbasis IT. 









8) Menjalin   sinergitas   antar   penegak   hukum   dalam   rangka 
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkepastian. 















D. Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 
I Pekanbaru 
RUPBASAN memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyimpanan 
dan pemeliharaan basan dan baran. Selain itu, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara (RUPBASAN) juga memiliki fungsi dalam melaksanakan 
pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pemeliharaan 
Kepala  
RUPBASAN KELAS 1 PEKANBARU  
 
Edy Mansah, SH  
Nip. 1965051989031001 
PETUGAS  
TATA USAHA  
KASUBSI 
PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN 
 
Sri Maryanti, SH  
NIP. 19810303 2002 12 2001 
KASUBSI 
ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN  
 
PETRUS BAMBANG SUGIARTO, S. I.Kom  
NIP. 19711028 199303 1001 
KEUANGAN PENGAMANAN ADMINISTRASI PEMELIHARAAN 
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dan pemutasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pengamanan dan 
pengelolaan Rumah Penyimpanan   Benda  Sitaan  Negara  (RUPBASAN)  
serta  melakukan urusan tatausaha 
a. Tugas  Pokok  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  Kelas  I 
Pekanbaru: 
1. Melakukan   pengelolaan   benda   sitaan   dan   barang  rampasan 
negara.  
2. Melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan 
atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau 
berkurang benda dan atau barang yang dimaksud. 
3. Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan, dan mutu 
benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan 
terawat dengan baik. 
b. Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru: 
1. Melakukan   pengadministrasian   benda   sitaan   dan   barang 
rampasan negara 
2. Melakukan  pemeliharaan  benda  sitaan  dan  barang  rampasan negara 
3. Melakukan  pengamanan  benda  sitaan  dan  barang  rampasan negara 








Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat Dan Golongan Pada 
Rupbasan Kelas I Pekanbaru 
 
NO Pangkat/Golongan Jumlah 
1. Golongan IV - 
2. Golongan III 9 Orang 
3. Golongan II 15 Orang 
4. Golongan 1 - 
 
(Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru) 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pangkat/Golongan pegawai pada 
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Kelas  I 
Pekanbaru  pada  Golongan  III sebanyak 9 Orang, dan Golongan II sebanyak 15 
orang. 
Tabel II.2 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru 
 





2. Perempuan 11 Orang 
Jumlah 24 Orang 
(Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru) 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jenis kelamin pegawai pada Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru yaitu jenis kelamin laki-








1. Pengertian Pengelolaan  
  Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan 
agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. 
Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan 
tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 
pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
24
 
  Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses 
kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-
penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditentukan.
25
 
2. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan  
  Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha 
orang lain.
26
 Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya 
manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer 
yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang 
                                                         
24
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern 
English Press, 2002), hlm. 695.
 
25




 George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 168 
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fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan 
mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat 
dicapai dengan baik. 
  Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: 
sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu 
organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat 
menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna 
mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua 
organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha 




1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 
bertetangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 
antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling 
bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi 
3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 
diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum 
yaitu efisien dan efektivitas.  
  Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam 
pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah 
pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut: 
                                                         
 
27
 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2006), hlm. 34 
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a. Menentukan strategi 
b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab 
c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan 
waktu. 
d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana 
e. Menentukan standar kerja yang mencakup efetivitas dan efisiensi 
f. Menentukan ukuran untuk menilai 
g. Mengadakan pertemuan 
h. Pelaksanaan 
i. Mengadakan penilaian 
j. Mengadakan review secara berkala 
  Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses 
pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan 
dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. dapat dipahami bahwa 
suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang 
berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen 
yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan 
individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.  
3. Metode Pengelolaan  
  Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan 
setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja 
dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini 
mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan 
24 
 
memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan 
otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan 
serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan 
pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan 
elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan 
kepentingan anggotanya. 
  Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang 
baik meliputi: 
1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha 
menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat 
perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk 
masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil 
yang dikehendaki. 
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan 
mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara 
kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung 
jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. 
3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada 
kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan 
yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. 
 
  Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang 
dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan 
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bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan 
dapat berjalan menurut rencana 
 
B. Kendaraan Bermotor 
1. Pengertian Kendaraan Bermotor  
  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan 
Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara.  
  Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara 
untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau 
penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. 
Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara 
dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara, Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah 
benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
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  Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin yang digunakan untuk transportasi darat 
selain kendaraan yang berjalan di atas rel (BPS, 2013:3). Umumnya 
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kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor 
listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan. 
2. Fungsi Kendaraan Bermotor  
  Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang 
untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan 
waktu yang lebih singkat. Selain itu dengan adanya kendaraan bermotor 
orang bisa memindahkan berbagai macam benda maupun barang dengan 
mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar.  
3. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor 
  Menurut Badan Pusat Statistik (2013), perkembangan yang terjadi 
pada jumlah kendaraan bermotor secara langsung memberikan gambaran 
mengenai kondisi subsektor angkutan darat. Jumlah kendaraan bermotor 
yang cenderung meningkat, merupakan indikator semakin tingginya 
kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan 
dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Jenis kendaraan bermotor 
dapat dibedakan menjadi beberapa jenis: 
a. Sport  
Tipe Sport adalah tipe motor yang dikhususkan untuk pneggunaan balap 
dan kecepatan tinggi. 
b. Standard atau Naked 
 Tipe ini adalah tipe berkopling dan memiliki jarak bodi dari tanah yang 
tinggi. Jenis ini tidak digunakan untuk ajang balap dan kecepatan tinggi 




Tipe ini adalah tipe yang memiliki tipe torsi mesin yang besar dan 
mempunyai kemampuan menarik beban besar.  
d. Trail  
Tipe ini dikhususkan untuk melibas medan berat misalnya medan batu 
dan berlumpur. Jenis ini memiliki ciri kontur ban kasar.  
e. Bebek  
Tipe ini adalah tipe manual tanpa kopling yang memiliki kapasitas 
silinder atau CC kecil. tipe ini memiliki bodi yang bercorak dari jok 
pengendara kebawah kemudian naik ke stang kemudi. 
f. Skuter Matik  
 Tipe ini adalah tipe otomatis yang tidak menggunakan operan gigi 
manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi, dan berkapasitas 
silinder atau CC kecil dan posisi pengemudi yang tegak, ukuran sepeda 
motor ini lebih ringan dan kecil daripada tipe bebek.  
 
C. Benda Sitaan Dan Barang Rampasan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan 
Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian 
benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Benda Sitaan Negara (Basan) 
adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini 
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bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam 
proses peradilan.  
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang 
Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Barang 
Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan 
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dinyatakan dirampas untuk negara.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita 
meliputi: 
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga 
diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak. pidana (ayat (1) 
huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi. 
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana 
atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api 
yang digunakan untuk membunuh. 
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka 
untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka. 
4. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak 




5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 
dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban 
yang ditemukan oleh penyidik. 
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili 
perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) 
KUHAP). 
Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak 
pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu 
menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan 
bendabenda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda 
sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat 
dengan RUPBASAN.  RUPBASAN ini yang nantinya adalah satu satunya tempat 
penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. RUPBASAN secara struktural dan 
fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan 
menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi. 
 
Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat 
penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. 
Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat 
penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka 
dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada 




D. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)  
Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara adalah satu-satunya tempat 
penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, 
berada dibawah lingkungan departemen kehakiman yang akan menjadi pusat 
penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. 
Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, 
mesti disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). 
Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan 
secara imperatif dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP. Maksudnya untuk menghindari 
penyalahgunaan wewenang dan jabatan.  
Pada masa lalu, banyak pejabat diantara penegak hukum yang menguasai 
dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu 
rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi 
bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang 
sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan 
ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk 
upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin 
keutuhan berupa: 
a. Sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN) 
 
b. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Penanggung jawab secara yuridis 
berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan 
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Menurut pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan 
disimpan didalam rumah penyimpanan barang sitaan negara. Yang tidak 
terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang 
besar-besar seperti mobil, traktor, helikopter, kapal laut, dan seterusnya, di 
mana disipan Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan 
pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah 
penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan 
benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan 
tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam 
keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula 
benda itu disita.  
Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang 
berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh 
siapa pun juga. Ini hal baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasan 
apa yang disebut “penyitaan pakai” (Rijden Beslag) terhadap kendaraan 
bermotor. Sebagaimana dimaklum, kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan 
dipelihara baik akan rusak berkarat. 
Disamping itu, diatur juga tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya 
benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya 
penyimpanannya telalu tinggi. Benda-benda semacam itu jika masih di tangan 
penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. 
Jika sudah ada ditangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh 
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penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya (pasal 45 ayat 
1 KUHAP). Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, 
disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (pasal 45 ayat 4 
KUHAP). Ketentuan mengenai benda sitaan yang lekas rusak atau 
membahayakan ini, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor 15 tahun 
1953 tanggal 13 juli 1953, menunjuk peraturan pemerintah nomor 11 tahun 




E. Dasar Hukum Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang 
Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
Pada dasarnya seluruh aktifitas dan kegiatan harus berdasarkan pada 
norma Hukum yang ada, Tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan 
pengelolaan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Benda Sitaan 
Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara  
Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah 
mengeluarkan regulasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Benda 
Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda 
Sitaan Negara. Melalui Peraturan tersebut mengatur tentang regulasi pengelolaan 
Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara yang menjelaskan bahwa dalam BAB III Tentang 
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Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Pasal 15. Dalam  pasal tersebut 
di jelaskan bahwa pengelolaan barang sitaan Negara meliputi beberapa indikator 
yang harus terpenuhi di antaranya penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan 
penyelamatan.
30
  Kepala Rupbasan wajib mengelola basan dan baran dengan 
cara melakukan Penyimpanan, dalam hal penyimpanan harus dilakukan 
pengelompokan dan pengklasifikasian sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.  
Kemudian dalam dasar hukum yang sama untuk melakukan pengelolaan 
diwajibkan juga melakukan pengamanan terhadap barang sitaan dan barang 
rampasan agar tercegahnya hal-hal seperti pencurian, perusakan, penukaran dan 
pengeluaran barang sitaan dan barang rampasan secara ilegal. 
Selanjutnya dalam pengelolaan hal yang harus dilakukan adalah 
pemeliharaan. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib 
melakukan pemeliharaan terhadap fisik barang sitaan dan barang rampasan secara 
rutin dan berkala. Kemudian selain daripada penyimpanan, pengamanan, dan 
pemeliharaan wajib juga dilakukan penyelamatan terhadap barang sitaan dan 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 
pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk Menurut 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014 sudah  
terlaksana cukup baik. Namun masih banyak hal yang harus benahi yaitu 
terkait pemeliharaan dan juga jangka waktu pengelolaan. Dalam hal 
pemeliharaan kita dapat mengetahui bahwa pemeliharaan berjalan cukup 
maksimal dikarna kan adanya kelebihan benda sitaan Kendaraan Bermotor 
sehingga untuk pemeliharaannya kurang maksimal. Dalam hal jangka waktu 
pengelolaan kita juga dapat melihat bahwa jangka waktu pengelolaan barang 
sitaan Negara berupa Kendaraan Bermotor berjalan kurang maksimal 
dikarnakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) hanya 
sebagai tempat penitipan barang sitaan Negara dan sifatnya tidak memiliki 
kuasa untuk mengeluarkan benda sitaan Negara tersebut, selain itu juga 
dikarnakan benda sitaan Negara tersebut belum memiliki kekuatan 





2. Hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda 
Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk dapat di 
jabarkan sebagai berikut:  
a.  Dalam hal proses penyimpanan barang sitaan berupa kendaraan 
bermotor secara umum sudah terlaksana sesuai dengan standar yang 
diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan 
Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara terdapat beberapa pasal yang secara menggambarkan proses 
administrasi namun dalam implementasinya proses penerimaan basan 
berupa kendaraan bermotor sering kali terkendala waktu penerimaannya 
dikarnakan proses surat menyurat yang belum dilengkapi oleh pihak 
penitip. 
b. Untuk pemeliharaan pengelolaan terdapat hambatan berupa jumlah 
barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang. 
Lebih banyak barang yang diterima daripada barang yang dikeluarkan hal 
tersebut karna proses pengeluaran barang ataupun lelang mutlak menjadi 
hak daripada lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang).  
c. Jangka waktu pengelolaan barang sitaan Negara berupa Kendaraan 
Bermotor berjalan kurang maksimal dikarnakan Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara hanya sebagai tempat penitipan barang sitaan 
Negara dan sifatnya tidak memiliki kuasa untuk mengeluarkan benda 
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sitaan Negara tersebut, selain itu juga dikarnakan benda sitaan Negara 
tersebut belum memiliki kekuatan kepemilikan benda secara yuridis.  
B. Saran  
Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 
dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya 
sebagai berikut: 
a. Bagi pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I 
Pekanbaru Sialang Bungkuk agar terus melakukan upaya bagi tercapainya 
pelaksanaan dan tata kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk Menurut Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014 khususnya bagi 
Kendaraan Bermotor,  sehingga apa yang belum terlaksana dapat menjadi 
perbaikan agar dapat terlaksana dengan maksimal.  
b. Bagi Pihak penitip barang sitaan dan barang rampasan agar dapat lebih 
memahami proses administrasi agar proses masunya baran dan basan lebih 
cepat dan efesien. Selain itu juga perlunya kerja sama yang baik antara Pihak 
penitip barang sitaan dan barang rampasan dan lembaga KPKNL (Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) agar keluarnya barang sitaan dan 
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